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Pekerja Migran Indonesia Ilegal Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di 

Kabupaten Tulungagung), Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas 

Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah 

Tulungagung, 2023, Pembimbing: Muksin, M.H. 
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Penelitian ini dilatar belakangi oleh belum adanya perlindungan hukum 

terhadap pekerja migran Indonesia ilegal yang sudah berangkat ke luar negeri. 

Dengan tidak adanya perlindungan hukum tersebut, mengakibatkan pekerja migran 

Indonesia mengalami berbagai macam kejahatan dan kekerasan internasional. 

Tidak hanya itu, dengan tidak adanya perlindungan hukum yang didapatkan dapat 

mengancam hak asasi manusia dari para pekerja migran Indonesia ilegal tersebut. 

Meskipun pekerja migran tersebut ilegal, namun harus tetap mendapat 

perlindungan hukum karena pekerja migran Indonesia juga merupakan warga 

negara Indonesia yang memiliki hak yang sama di Indonesia. 

Fokus penelitian ini tentang perlindungan hukum apa saja yang didapatkan 

oleh pekerja migran Indonesia ilegal terutama pekerja migran yang berasal dari 

Kabupaten Tulungagung dengan perspektif fiqh siyasah, yaitu tentang bagaimana 

strategi dan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap 

pekerja migran ilegal, bagaimana perlindungan hukum yang diterima pekerja 

migran Indonesia ilegal di Kabupaten Tulungagung, dan bagaimana perlindungan 

hukum terhadap pekerja migran Indonesia ilegal menurut siyasah dusturiyah. 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

strategi dan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi 

Pekerja Migran Indonesia Ilegal di luar negeri. Kemudian untuk mengetahui 

bagaimana perlindungan hukum yang diterima oleh pekerja migran Indonesia ilegal 

khususnya di Kabupaten Tulungagung, juga untuk memahami perlindungan hukum 

terhadap pekerja migran indonesia ilegal menurut siyasah dusturiyah. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan 

menggunakan metode penelitian kualitatif serta menggunakan pendekatan 

deskriptif dan survei, dengan lokasi penelitian berada di Kabupaten Tulungagung. 

Dengan Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Tidak hanya itu, dalam hal Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kemudian untuk pengecekan keabsahan 

data dilakukan dengan cara triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, pertama strategi dan upaya yang 

dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada PMI 

ilegal di Kabupaten Tulungagung meliputi, a) pemberian program pemutihan 

terhadap pengurusan dokumen bagi PMI ilegal, b) seminar (pemahaman kepada 
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masyarakat), c) pemberian kompetensi kerja untuk meningkatkan peluang 

mendapatkan pekerjaan di dalam negeri maupun di luar negeri, dan d) bekerjasama 

dengan perusahaan penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) dalam hal 

menjadikan PMI yang berangkat merupakan PMI legal semua. Hal itu dilakukan 

supaya seluruh PMI bisa mendapatkan perlindungan hukum yang jelas dan tidak 

menjadi korban dari kejahatan maupun kekerasan internasional. Kedua, 

perlindungan hukum yang diterima oleh PMI ilegal di Kabupaten Tulungagung 

untuk saat ini masih belum ada, karena belum ada data yang menyatakan berapa 

jumlah pasti dari PMI ilegal. Sehingga PMI ilegal harus berusaha mandiri untuk 

mendapatkan perlindungan hukum atau menunggu pemerintah Indonesia untuk 

memberikan perlindungan hukum. Ketiga, berdasarkan perspektif fiqh siyasah 

perlindungan hukum terhadap PMI ilegal di Kebupaten Tulungagung merupakan 

suatu tindakan yang harus diambil karena menurut dalil-dalil dan firman Allah 

dalam Al-Qur’an, pemimpin (negara) harus bersikap adil, jadi sudah seharusnya 

PMI legal maupun ilegal tetap diberikanperlindungan hukum. Kemudian penulis 

memberikan solusi dengan cara pemerintah harus melakukan pengawasan, 

pengecekan dan pemantau untuk PMI ilegal yang sudah berangkat dan berhasil 

lolos keluar negeri. Lalu dilakukan pendataan berapa banyak PMI ilegal di setiap 

negara dan diberikan pemenuhan hak asasi manusianya, seperti perlindungan 

keamanan, kesehatan dan keselamatan serta memberikan program pemutihan 

kepada PMI ilegal tersebut. Tidak hanya itu, dalam proses pemberian perlindungan 

hukum PMI ilegal di luar negeri juga dilakukan pengawasan dan pendataan secara 

ketat terkait pemberangkatan PMI ke luar negeri. Sehingga nantinya didapati semua 

PMI merupakan PMI legal dan dapat meminimalisir tindakan kekerasan dan 

kejahatan internasional yang memakan korban warga negara Indonesia. 
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Sharia and Legal Sciences, Sayyid Ali Rahmatullah State Islamic University 

Tulungagung, 2023, Supervisor: Muksin, M.H. 
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This research is motivated by the lack of legal protection for ilegal 

Indonesian migrant workers who have gone abroad. In the absence of legal 

protection, Indonesian citizens experience various kinds of international crimes and 

violence. Not only that, the absence of legal protection can threaten the human 

rights of ilegal Indonesian migrant workers. Even though migrant workers are 

ilegal, they must still receive legal protection because Indonesian migrant workers 

are also Indonesian citizens who have the same rights in Indonesia. 

The focus of this research is on what legal protections are obtained by ilegal 

Indonesian migrant workers, especially migrant workers from Tulungagung 

Regency with a fiqh siyasah perspective, namely, what are the government's 

strategies and efforts to provide legal protection for ilegal migrant workers? How 

are the rights of ilegal Indonesian migrant workers protected and guaranteed in 

Tulungagung Regency? What is the legal protection for ilegal Indonesian migrant 

workers according to siyasah dusturiyah? The aim of this research is to find out 

how protection and guarantee of rights are received by Indonesian ilegal migrant 

workers, especially in Tulungagung Regency. Then to find out what the 

government's strategy and efforts are in providing legal protection for ilegal 

Indonesian migrant workers abroad. Also to understand the view of Islamic law, 

especially siyasah dusturiyah, regarding the protection of ilegal migrant workers. 

The research method used in this research is empirical juridical research, 

using qualitative research methods and using descriptive and survey approaches, 

with the research location being in Tulungagung Regency. With data collection 

techniques in the form of observation, interviews and documentation. Not only that, 

in terms of data analysis techniques used are reduction, data presentation and 

drawing conclusions. Then, checking the validity of the data is done by 

triangulating the sources, namely comparing and counter-checking the degree of 

trustworthiness of the information obtained. 

The results of this research show that, firstly, there is currently no legal 

protection received by ilegal PMI in Tulungagung Regency, because there is no 

data that states the exact number of ilegal PMI. So ilegal PMI must try 

independently to obtain legal protection or wait for the Indonesian government to 
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provide legal protection. Second, the efforts made by the government to provide 

legal protection to ilegal PMI in Tulungagung Regency include, a) seminars 

(understanding to the community), b) providing work competencies to increase 

opportunities to get work at home and abroad, and c) collaborating with a private 

Indonesian labor placement company (PPTKIS) in terms of making all departing 

PMIs legal PMIs. This is done so that all PMI can receive clear legal protection and 

not become victims of international crime or violence. Third, legal protection 

against ilegal PMI in Tulungagung Regency based on a fiqh siyasah perspective. 

Legal protection is given based on the arguments or words of Allah in the Koran 

regarding the performance of a leader who must be fair without discriminating 

against certain groups. Then the author provides a solution by means of which the 

government must supervise, check and monitor ilegal PMI who have departed and 

managed to escape abroad. Then data was collected on how many ilegal PMIs there 

were in each country and they were given the fulfillment of their human rights, such 

as protecting security, health and safety as well as providing a whitening program 

for these ilegal PMIs. Not only that, in the process of providing legal protection for 

ilegal PMI abroad, strict monitoring and data collection is also carried out regarding 

PMI departure abroad. So that later it will be found that all PMI are legal PMI and 

can minimize acts of violence and international crimes that claim victims of 

Indonesian citizens. 
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 خلاصة

 

ْ ْالدين، ْصاحب ْالأزھر ْللعمال12103193191ْسحر ْالقانونية ْالحماية ،

الشرعيينْالإندونيسيينْمنْمنظورْفقهْالسياسةْ)دراسةْحالةْفيْالمهاجرينْغيرْ

مقاطعةْتولونجْأجونج(،ْبرنامجْدراسةْالقانونْالدستوري،ْكليةْالشريعةْوالعلومْ

،2023ْالقانونية،ْجامعةْسيدْعليْرحمةْاللهْالإسلاميةْالحكوميةْتولونجْأجونج،ْ

 المشرف:ْموكسينْ،ْم.ح.

ْا ْالحماية ْالمفتاحية: ْالقانوني،ْالكلمات ْغير ْالمشتريات ْمديري ْمؤشر لقانونية،

 مقاطعةْتولونجْأجونج.

ْالمهاجرينْ ْللعمال ْالقانونية ْالحماية ْإلى ْالافتقار ْھو ْالبحث ْھذا ْوراء الدافع

إلىْالخارج.ْوفيْغيابْالحمايةْالقانونية،ْ الإندونيسيينْغيرْالشرعيينْالذينْذھبواْ

ْليسْيواجهْالمواطنونْالإندونيسيونْأنواعًاْمخ تلفةْمنْالجرائمْوالعنفْالدولي.

ْفحسب،ْبلْإنْغيابْالحمايةْالقانونيةْيمكنْأنْيهددْحقوقْالإنسانْللعمالْ ھذا

علىْالرغمْمنْأنْالعمالْالمهاجرينْغيرْ المهاجرينْالإندونيسيينْغيرْالشرعيينْ.

مالْقانونيين،ْإلاْأنهمْلاْيزالونْبحاجةْإلىْالحصولْعلىْالحمايةْالقانونيةْلأنْالع

المهاجرينْالإندونيسيينْھمْأيضًاْمواطنونْإندونيسيونْيتمتعونْبنفسْالحقوقْفيْ

 إندونيسيا.

ْالعمالْ ْعليها ْيحصل ْالتي ْالقانونية ْالحماية ْعلى ْالبحث ْھذا ْتركيز ينصب

المهاجرينْالإندونيسيينْغيرْالشرعيين،ْوخاصةْالعمالْالمهاجرينْمنْمقاطعةْ

حمايةْحقوقْالعمالْالمهاجرينْتولونجْأجونجْمنْمنظورْفقهْالسيا أيْكيفْتتمْ سةْ،

ْھيْ ْما ْأجونج؟ ْتولونج ْمقاطعة ْفي ْوضمانها ْالشرعيين ْغير الإندونيسيين

ْلتوفيرْالحمايةْالقانونيةْللعمالْالمهاجرينْغيرْ استراتيجياتْالحكومةْوجهودھا

نْالشرعيين؟ْماْھيْالحمايةْالقانونيةْللعمالْالمهاجرينْالإندونيسيينْغيرْالشرعيي

ْالحصولْعلىْ ْكيفية ْالبحثْھوْمعرفة ْالهدفْمنْھذا ْالدستورية؟ ْلسياسة ً وفقا

الحمايةْوضمانْالحقوقْللعمالْالمهاجرينْغيرْالشرعيينْالإندونيسيين،ْوخاصةْ

ْتوفيرْ ْفي ْوجهودھا ْالحكومة ْاستراتيجية ْلمعرفة ْثم ْأجونج. ْتولونج ْمنطقة في

ْالإندونيسي ْالمهاجرين ْللعمال ْالقانونية ْالخارج.ْالحماية ْفي ْالشرعيين ْغير ين

يتعلقْ وخاصةْالسياسةْالدستورية،ْفيماْ وكذلكْلفهمْوجهةْنظرْالشريعةْالإسلاميةْ،

 بحمايةْالعمالْالمهاجرينْغيرْالشرعيين.

طريقةْالبحثْالمستخدمةْفيْھذاْالبحثْھيْالبحثْالقانونيْالتجريبي،ْباستخدامْ

ْالأساليبْالوصفي ْمعْوجودْموقعْأساليبْالبحثْالنوعيْواستخدام ةْوالمسحية،

ْملاحظةْ ْشكل ْفي ْالبيانات ْجمع ْتقنيات ْمع ْأجونج. ْتولونج ْمنطقة ْفي البحث
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ومقابلاتْوتوثيق.ْليسْذلكْفحسب،ْفمنْحيثْتقنياتْتحليلْالبياناتْالمستخدمةْ

ھيْالتخفيضْوعرضْالبياناتْواستخلاصْالنتائج.ْومنْثمْيتمْالتحققْمنْصحةْ

ْالم ْتثليث ْخلال ْمن ْدرجةْالبيانات ْمن ْالمضاد ْوالتحقق ْالمقارنة ْأي صادر،

 مصداقيةْالمعلوماتْالتيْتمْالحصولْعليها.

ْأنهْلاْتوجدْحاليًاْأيْحمايةْقانونيةْيتلقاھاْمؤشرْ تظهرْنتائجْھذاْالبحث،ْأولاً،

مديريْالمشترياتْغيرْالقانونيْفيْمقاطعةْتولونجْأجونج،ْلأنهْلاْتوجدْبياناتْ

مديريْالمشترياتْغيرْالقانوني.ْلذلكْيجبْعلىْشركةْتحددْالعددْالدقيقْلمؤشرْ

PMIْْغيرْالقانونيةْأنْتحاولْبشكلْمستقلْالحصولْعلىْالحمايةْالقانونيةْأو

التيْتبذلهاْ تشملْالجهودْ ثانياًْ، القانونيةْ. لتوفيرْالحمايةْ الإندونيسيةْ انتظارْالحكومةْ

نيةْفيْمقاطعةْتولونجْغيرْالقانوPMIْالحكومةْلتوفيرْالحمايةْالقانونيةْلشركةْ

فرصْ ب(ْتوفيرْكفاءاتْالعملْلزيادةْ للمجتمع(ْ، الندواتْ)التفاھمْ أْ( يليْ: أجونجْماْ

الحصولْعلىْعملْفيْالداخلْوالخارج،ْوْج(ْالتعاونْمعْشركةْتوظيفْالعمالةْ

(ْ ْالخاصة ْمديريPPTKISْالإندونيسية ْمؤشرات ْجميع ْبجعل ْيتعلق ْفيما )

يرْقانونية.ْويتمْذلكْحتىْتتمكنْجميعْشركاتْ(ْالمغادرةْغPMIsالمشترياتْ)

PMIْْمنْالحصولْعلىْحمايةْقانونيةْواضحةْوعدمْالوقوعْضحاياْللجريمةْأو

غيرْالقانونيْفيْمحافظةْتولونجPMIْْالعنفْالدولي.ْثالثاً،ْالحمايةْالقانونيةْضدْ

لىْحججْأجونجْبناءًْعلىْمنظورْفقهْالسياسة.ْيتمْتوفيرْالحمايةْالقانونيةْبناءًْع

اللهْأوْكلامهْفيْالقرآنْفيماْيتعلقْبأداءْالقائدْالذيْيجبْأنْيكونْعادلاًْدونْتمييزْ

ثمْيقدمْالمؤلفْحلاًْيجبْمنْخلالهْعلىْالحكومةْالإشرافْ ضدْمجموعاتْمعينة.

ْمنْالهروبPMIْْوالتحققْوالمراقبةْمنْ ْوتمكنوا غيرْالقانونيينْالذينْغادروا

غيرْالقانونيةْالموجودةPMIْْإلىْالخارج.ْثمْتمْجمعْالبياناتْحولْعددْشركاتْ

ْوالصحةْ ْالأمن ْحماية ْمثل ْالإنسانية، ْحقوقهم ْاستيفاء ْمنحهم ْوتم ْبلد ْكل في

ھذاْْغيرْالقانونية.ْليسPMIْوالسلامةْبالإضافةْإلىْتوفيرْبرنامجْتبييضْلهذهْ

غيرْالقانونيةْفيْالخارج،PMIْْفحسب،ْففيْعمليةْتوفيرْالحمايةْالقانونيةْلشركةْ

ْ ْبمغادرة ْيتعلق ْالبياناتْفيما ْوجمع ْصارمة ْمراقبة ْإجراء ْأيضًا إلىPMIْْيتم

قانونيةْويمكنهاْتقليلْأعمالPMIْْھيPMIْْالخارج.ْبحيثْيتبينْلاحقاًْأنْجميعْ

 أرواحْالمواطنينْالإندونيسيين.العنفْوالجرائمْالدوليةْالتيْتحصدْ
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